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SALINAN 

 
 

 
 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 
NOMOR 7 TAHUN 2014 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 39 TAHUN 2013 
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI 

NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH                      

KOTA SAMARINDA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SAMARINDA, 

 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Samarinda Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pejabat negara, 

pegawai negeri dan pegawai tidak tetap di lingkungan 
Pemerintah Kota Samarinda, belum diatur secara rinci 

mengenai ketentuan pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan 
perubahan dan penghapusan pada Pasal 1, Pasal 7, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 13, Pasal 23 dan Pasal 26 terhadap Peraturan 

Walikota dimaksud;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota 

Samarinda tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Samarinda Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dlinas 

Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawi Negeri Dan Pegawai 
Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013; 
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan 
Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 
2008 Nomor 14 Seri E Nomor 4); 
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13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/ 

Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri sipil, Pegawai Tidak 
Tetap dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur; 

14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota 
Samarinda. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 39 TAHUN 2014 
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT 

NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA. 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 

39 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di 

Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota 
Samarinda Tahun 2013 Nomor 39), diubah sebagai berikut : 
 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 sampai dengan angka 16 dihapus, 

dan ditambah 1 (satu) angka baru, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Samarinda. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Samarinda. 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah DPRD Kota Samarinda. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, 

Camat dan Lurah serta Sekretariat KORPRI Pemerintah                 
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Kota Samarinda. 

8. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut 

Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan 
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk 
kepentingan negara. 

9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang 
ditentukan oleh Undang-Undang. 

10. Pegawai  Negeri  adalah setiap warga negara Republik Indonesia 

yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 
pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
dalam negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai  yang  diangkat untuk 

jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan 
dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan 
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

organisasi. 

12. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan 

Perjalanan Dinas. 

13. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati 

batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke 
tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat 
kedudukan semula di dalam negeri. 

14. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat 
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru 

berdasarkan surat keputusan pindah. 

15. Dihapus. 

16. Dihapus. 

17. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat tugas 
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain. 

18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak 
Lain. 

19. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan 
Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain  yang melaksanakan 

Perjalanan Dinas. 

20.  Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 
terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan 

sekaligus. 
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21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan 
Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 

23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. 

24. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan 

Perjalanan Dinas. 

25. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara 
waktu. 

26. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif 
di Indonesia di bawah Provinsi. 

27. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang 
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada 
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional 

sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui  
mekanisme pembayaran langsung. 

28. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai 

acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja 
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

29. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 
 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 7 
 

(1) Dalam penerbitan SPD, Pejabat yang berwenang untuk 

menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat 
transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan 

Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan 
kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut. 

(2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan 

sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan 
biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat 

Tugas. 
 

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 9 
 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 8 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: 
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a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD 
dan Pejabat lainnya yang setara; 

b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan 
Pejabat lainnya yang setara; dan 

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, 

Pejabat Eselon V, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak 
Tetap. 

(2) Dihapus.  

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan 

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan 
Harga Perjalanan Dinas; 

b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil 
berdasarkan fasilitasi transpor sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini; 

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil 
dan berpedoman pada Standar Satuan Harga Perjalanan 

Dinas; 

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan 
merupakan batas tertinggi, sebagaimana diatur dalam 

Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas; 

e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya 

Riil dan berpedoman pada Standar Satuan Harga Perjalanan 
Dinas; 

f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan 

dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai 
dengan Biaya Riil; dan 

g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan 
dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai 
dengan Biaya Riil. 

 
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, 

yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 10 

 
(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan 

sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang 
ditanggung oleh panitia penyelenggara. 

(1a)Biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, 

seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia 

penyelenggara, diberikan uang saku selama pelaksanaan 
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kegiatan sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga 
Perjalanan Dinas. 

(2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, 
seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya 

Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA 
satuan kerja Pelaksana SPD. 

(3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan 
mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam 

surat/undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. 

(4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara 
bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, 

seminar dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat 
menginap pada hotel/penginapan yang sama. 

(5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang 
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari 
satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam 

Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas, maka Pelaksana SPD 
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada 
hotel/penginapan dimaksud.  

 
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 13 

 
(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi 

jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan 
tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD 
dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, 

uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota. 
(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, 

dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dimintakan kepada Pejabat yang berwenang 

untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen 
berupa: 

a. Surat Keterangan kesalahan/kelalaian dari 

Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi 
lainnya; dan/atau 

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pejabat yang berwenang membebankan biaya tambahan uang 

harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa 
kendaraan dalam Kota pada DPA satuan kerja berkenaan. 

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, 
dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf k. 

(5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah 
hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus 
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, 

uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah 
diterimanya untuk segera disetor ke kas daerah melalui 

pejabat yang berwenang. 

(6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya 
penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam 

Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k. 

 

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 23 

 

(1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan 
kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas 
Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan 

biaya Perjalanan Dinas  Jabatan tersebut harus disetor ke Kas 
Daerah melalui Pejabat yang berwenang. 

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan  
kepada  Pelaksana  SPD  kurang  dari  yang seharusnya, dapat 
dimintakan kekurangannya. 

 
 

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

BAB X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 26 

(1) Pejabat  penerbit  Surat  Tugas  sebagaimana  dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar 
Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk 
melakukan Perjalanan Dinas. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara, 

digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1). 

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditentukan oleh Pejabat yang berwenang dengan 
mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang 
bersangkutan. 
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(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan 

dengan Keputusan Walikota.  
 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2014. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Samarinda. 

 
 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 3 Maret 2014 

         WALIKOTA SAMARINDA 

 
                           ttd 

             H. SYAHARIE JA’ANG 

 
Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 3 Maret 2014     

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 
                             ttd 

                H. ZULFAKAR NOOR 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 7. 

 
 

 

 
 

 

 
    

 

 


